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Abstrak 
Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis 
menganggap pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi, dimana pelaksanaan 
dan hasil pemilihan umum tersebut merupakan refleksi dari kehidupan demokrasi dan akan menghasilkan aspirasi 
masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga akan menghasilkan pemerintah daerah yang lebih efektif dan 
lebih efisien. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan mampu membawa iklim demokrasi kearah yang lebih baik 
jika mampu dengan benar. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten yaitu KPU dalam hal ini KPUD. KPUD Kota 
Mojokerto memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu (pemilihan kepala daerah 
dan pemilihan legislatif). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan jumlah informan yang digunakan sebanyak 
4 orang yang terdiri dari anggota inti (divisi) KPUD Kota Mojokerto dan juga sekretariat (subbag) yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data penelitian ini terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 
KPUD Kota Mojokerto dalam pemilihan umum (pemilihan kepala daerah menuju pemilihan legislatif) baik.  
Kata Kunci : Peran KPUD, Partisipasi Politik Masyarakat, Pilkada 
Abstract 
The state democratic means a country that has a form of government of the people, by people for people. 
Indonesia was one of the countries around the world which adhered to understand democracy. Consider the state 
democratic elections as a symbol of and at the same time the main benchmark in a democracy, where the 
implementation and the results of the elections are reflections of democratic life and will produce community 
aspirations. The regional election directly will also produce local governments more effective and more efficient. The 
regional election would directly will be able to take to the projected climate democracy better if capable of correctly. To 
vote for it, required an institution that are capable of supporting the implementation of the regional election who have 
the capacity and that is the electoral commission of competent in this case kpud. KPUD city mojokerto areas having a 
role in enhancing the participation of the community election time (the regional election and selection of a 
legislature).The type of research this is descriptive qualitative, the number of informants and used as many as 4 people 
consisting of a member of the core ( division ) kpud mojokerto city and also the secretariat ( subbag ) that have duties 
and responsibilities of each. A source of data in this research consists of informants and documents. Data collection 
techniques used are observation and interviews. Data analysis of this research consists of data collection, the reduction 
of data, presentation of data, and the withdrawal of conclusion.The results of research shows that the role of kpud 
mojokerto city in the election to election public both legislative elections.  
Keywords: The role of kpud ( commission local elections  , the community political participatio , the regional election 
PENDAHULUAN 
Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang 
menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat 
memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab 
kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa 
rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara 
bagaimana ia harus diperintah (Hatta, 2009: 
55).Pengertian demokrasi secara sederhana menurut 
Schumpeter adalah, demokrasi merupakan metode 
politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin 
politik.Warga negara diberikan kesempatan untuk 
memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik 
yang bersaing meraih suara (Sorensen, 2003: 15). Pada 
pemilihan berikutnya, warganegara dapat mengganti 
wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk 
memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa 
pemilihan itu disebut dengan demokrasi. 
Pemilihan kepala daerah secara langsung juga akan 
menghasilkan pemerintah daerah yang lebih efektif dan 
lebih efisien. Oleh karena itu, Indonesia mulai menyusun 
aturan-aturan yang mendukungnya dan merevisi aturan 
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yang menghambat proses demokratisasi ini. Salah satu 
perubahan yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan 
UU No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah 
yang ditujukan untuk mengatur bentuk pemerintahan 
daerah yang sesuai dengan semangat otonomi daerah 
dengan salah satu amanat tentang pelaksanaan pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung di mana aturan ini tidak 
dapat ditemukan di dalam aturan yang sebelumnya. 
Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara 
langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam 
rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan 
perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif 
melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum 
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan 
demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan 
maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di 
daerah tersebut.Dalam hal mengidentifikasi dua jalan 
terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan 
partisipasi (Sorensen, 2003: 15). Meningkatnya 
partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara 
yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, 
sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak- 
hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. 
Demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh 
berkembang dengan baik, mapan dan dewasa jika di 
tingkat lokal nilai-nilai demokrasi ini telah mengakar 
dengan terlebih dahulu dan berjalan dengan baik, 
sehingga secara otomatis tatanan, instrumen, dan 
konfigurasi kearifan dan kesantunan politik lokal terlebih 
dahulu harus terbentuk. Dari sini tampak bahwa 
kebangkitan demokrasi politik Indonesia diawali dengan 
otonomi daerah, dan salah satu caranya dengan 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung 
sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemilihan 
umum yang bebas, adil, berkala dan diharapkan mampu 
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 
meningkatkan kualitas perannya dalam kehidupan 
bernegara serta melatih masyarakat untuk menyalurkan 
aspirasi dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan 
menerima keragaman pandangan dengan 
bertanggungjawab serta mendapatkan informasi yang 
dapat digunakannya untuk memberikan pertimbangan 
dan menentukan keputusan politik secara arif dan 
bermoral. 
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu 
lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. 
Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum 
dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan 
pelaksanaan pemilihan umum. KPU juga memiliki 
tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk 
turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah, sehingga penyelenggaraan sebuah Pemilihan 
Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan 
asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan 
penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan 
kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik 
masyarakatnya. 
Hal ini dibuktikan dari Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Mojokerto pada saat Pilkada Kota 
Mojokerto di bulan Agustus tahun 2013 yang 
menyatakan bahwaangka golput berada di kisaran 19%. 
Persentase tersebut menurun 4% pada Pileg 2014 yakni 
hanya 15%. Jumlah keseluruhan DPT (Daftar Pemilih 
Tetap) pada Pilkada 2013 adalah 93.844 jiwa dengan 
rincian 45.585 pria dan 48.259 wanita (sumber data dari 
KPUD Kota Mojokerto). Sikap masyarakat yang tidak 
berpartisipasi dalam pemilihan kepala Daerah disebabkan 
oleh berbagai faktor, antara lain karena ketidaktahuan 
atas hak dan kewajibannnya sebagai warga negara, jenuh 
mengikuti pemilihan, atau tidak memiliki pemahaman 
mengenai pemilu. Selain itu, masalah tersebut bisa saja 
disebabkan terjadinya beberapa kesalahan pembagian 
kartu pemilih, jauhnya tempat pemungutan suara atau 
masalah kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan 
Umum kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala 
daerah. 
Melihat kenyataan yang demikian maka peran 
lembaga atau Komisi Pemilihan Umum cukup vital 
dalam mengawal jalannya demokrasi, apakah ia akan 
melemahkannya atau bahkan menguatkan jalan 
demokrasi yang sedang dibangun. Dalam hal ini, Komisi 
Pemilihan Umum sangat berperan dalam pelaksanaan 
Pilkada, salah satunya adalah memberikan informasi 
tentang pemilihan kepada masyarakat.Peranan komisi 
pemilihan umum ini tidak menutup kemungkinan untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga 
masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui 
pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya. 
Mengingat fenomena Pemilihan Kepala Daerah langsung 
ini merupakan hal yang masih baru maka dirasakan 
pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Daerah langsung ini masih terbatas.Karena itu dirasa 
sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota 
Mojokerto untuk Meningkatkan Partisipasi Politik 
Masyarakat Dalam Pilkada 2013.” 
Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan, maka permasalahan yang diteliti adalah: 
“Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) Kota Mojokerto dalam meningkatkan Partisipasi 
Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2013?.” Penelitian ini 
tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyelenggaraannya : (1) Untuk mengetahui Peran 
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam 




penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota 
Mojokerto. (2)Untuk mengetahui peran KPUD Kota 
Mojokerto dalam meningkatkan Partisipasi Politik 
Masyarakat saat pemilihan kepala daerah. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
(a)Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan dan 
memprediksi makna Pemilihan kepala Daerah dan Peran 
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dimana 
kemudian dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta referensi 
untuk penelitian selanjutnya. (b) Secara praktis, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan 
sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokertotentang 
Pemilihan Kepala daerah dan melihat bagaimana mereka 
telah mengarahkan partisipasi masyarakatnya. Hasil 
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran bagi masyarakat agar lebih termotivasi untuk 
menggunakan hak suranya dalam pemilihan kepala 
daerahnya serta ikut serta untuk menentukan masa depan 
daerah KotaMojokerto. 
Fokus penelitian dalam hal ini yaitu peran 
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota 
Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat (mengurangi angka golput masyarakat) 
dalam Pilkada 2013. Dalam hal ini difokuskan kepada 
KPUD selaku pihak yang lebih mengetahui tentang apa 
saja yang dipersiapkan menjelang Pilkada di Kota 
Mojokerto Tahun 2013. KPUD Kota Mojokerto memiliki 
tugas dan wewenang lain, salah satunya adalah berupaya 
menekan angka golput masyarakat saat Pilkada. 
Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga 
yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang 
sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada 
awal pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
merupakan lembaga yang beranggotakan orang- orang 
yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan 
Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 
merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan 
umum secara berjenjang (Wahidin, 2008:47). 
Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab 
VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan 
ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, 
”Pemilihan umum diselenggrakanoleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri”.Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum 
belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini 
menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang 
bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang 
mandiri di dalam kinerjanya. 
Sementara ketentuan yang mengatur kegiatan 
Pilkada secara langsung, terdapat dalam pasal 57 (1) (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 
menetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang 
bertanggungjawab kepada DPRD dimana dalam 
melaksanakan tugasnya KPUD menyampaikan laporan 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah kepada DPRD. Undang-Undang 
mengenai KPUD tersebut juga dijabarkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Pada perkembangan berikutnya dasar penyelenggara 
pemilihan umum diatur dalam Undang- Undang No. 22 
Tahun 2007 yang berisi tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum.Undang- Undang ini mengatur tentang 
penyelenggara Pemilihan Umum yang secara profesional 
menjadi satu- satunya yang mempunyai kewenangan 
dalam hal penyelenggaraan pemilu di tanah air. 
Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan 
umum yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 
pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD yang 
dilaksanakan di seluruh tanah air. Kemudian di dalam 
perkembangan berikutnya KPU juga menyelenggarakan 
Pemilu untuk Kepala Daerah baik tingkat Provinsi 
maupun kabupaten/ kota, dimana lembaga tersebut diberi 
nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 
KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dibentuk 
berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 2007 pasal 22 Tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/ 
kota dibentuk oleh KPU Provinsi, dimana KPU 
Kabupaten/ Kota tersebut memiliki 5 orang tim seleksi 
yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan 
masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi 
anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
terakhir. Tim seleksi terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap 
anggota, dan anggota. 
Dilihat dari tugas lembaga KPUD sebagai 
penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun 
Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan 
pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala 
daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. 
Untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, 
KPUD mempunyai tugas dan kewenangan sebagai 
berikut (Wahidin, 2008: 52): (1)Merencanakan 
pelaksanaan pemilu di kabupaten/ kota. (2) 
Melaksanakan pemilu di kabupaten/ kota. (3) 
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Menetapkan hasil pemilu di kabupaten/ kota. 
(4)Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah 
kerjanya. (5) Mengkoordinasi kegiatan panitia 
pelaksanaan pemilu dalam wilayah kerjanya. 
(6)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU 
dan KPU provinsi. Selanjutnya KPUD kabupaten/ kota 
berkewajiban antara lain: (1) Memperlakukan peserta 
pemilu secara adil dan setara. (2) Menyampaikan 
informasi dan kegiatan pada masyarakat. (3) Menjawab 
pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan 
dari peserta pemilu dan masyarakat. (4) Menyampaikan 
laporan secara priodik dan mempertanggungjawabkan 
seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU 
provinsi. (5) Menyampaikan laporan secara priodik 
kepada bupati/ wali kota. (6) Mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan 
APBD. (7) Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya 
yang diatur oleh undang- undang. 
Dalam membantu tugas Komisi Pemilihan Umum 
Daerah, KPUD dibantu oleh beberapa kelembagaan 
untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 
antara lain: (1)Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 
adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemilu di 
kecamatan, dimana panitia kecamatan mempunyai tugas 
dan wewenang: (a) Mengumpulkan hasil perhitungan 
suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil 
perhitungan suara dari seluruh PPS dan wilayah kerjanya. 
(b)Membantu tugas Kabupaten/ kota dalam 
melaksanakan pemilu. (2) Panitia Pemungutan Suara 
(PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/ 
kelurahan, dimana panitia desa/ kelurahan memiliki tugas 
dan wewenang: (a) Melakukan pendaftaran pemilih. (b) 
Mengangkat petugas pencatat dan pendaftar. (c) 
Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. (d) 
Membentuk KPPS. (e) Melakukan rekapitulasi hasil 
perhitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah 
kerjanya. (f) Membantu tugas PPK .(3) Ketua 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), adalah panitia 
penyelenggara pemungutan suara, dimana KPPS 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (a) 
Sebagai penyelenggara pemungutan suara, dan di tiap 
TPS diperbantu oleh keamanan dari pertahanan sipil. (b) 
KPPS mambuat berita acara pemungutan suara dan 
penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil 
pemungutan suara untuk disampaikan kepada PPS.  
Berbagai lembaga tersebut dibentuk oleh Komisi 
Pemilihan Umum Daerah untuk membantu mereka dalam 
pelaksanaan pemilihan umum di daerah nya. Pelaksanaan 
Pemilu juga akan berjalan lebih efektif dengan 
tersedianya penyelenggara Pemilihan yang mencukupi 
untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan 
menjangkau seluruh masyarakat, baik tingkat kecamatan 
maupun sampai ke desa.Dalam hal ini dikatakan bahwa 
Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai 
penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan 
Kepala Daerah.Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga 
yang terkait sebelum penyelenggaraan Pemilu, 
diharapkan mampu mengarahkan partisipasi masyarakat 
untuk mengikuti penyelenggaraan Pemilu.Sehingga 
pelaksaanaan Pemilihan mendapat tingkat partisipasi 
politik masyarakat yang tinggi. 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Mojokerto 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam 
melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi Pemilihan 
Umum Kota Mojokerto bertanggungjawab kepada 
Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.Dalam 
Peraturan KPU Nomor  6 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Kota, Sekretariat KPU mempunyai 
tugas diantaranya: memberikan dukungan teknis 
administratif, membantu penyusunan program dan 
anggaran Pemilu, membantu pelaksanaan tugas KPU 
Kabupaten/Kota dalam menyelenggara kan Pemilu, 
membantu pendistribusian perlengkapan 
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Provinsi, membantu perumusan dan penyusunan 
rancangan keputusan KPU Kabupaten atau Kota, 
memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten/Kota, membantu penyusunan laporan 
penyelenggaraan kegiatan dan pertangg ungjawaban 
KPU Kabupaten/Kota, dan membantu pelaksanaan tugas-
tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang -
undangan. Sedangkan Fungsi Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kota Mojokerto diantaranya:membantu 
penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan 
pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu (memberikan 
pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu), 
membantu perumusan dan penyusunan rancangan 
keputusan KPU, membantu perumusan, penyusunan dan 
memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi 
penyelesaian sengketa Pemilu, membantu pelayanan 
pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan 
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, membantu 
pengelolaan data dan informasi Pemilu, membantu 
pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan 
Pemilu di Kabupaten/ Kota, membantu penyusunan 
kerjasama antar lembaga, membantu penyusunan laporan 
penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU 
Kabupaten/Kota. 




Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya 
mempunyai Kewenangan diantaranya : (1) mengadakan 
dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 
Pemilu Kepala Daerah dan  Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. (2) 
mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. (3) mengangkat  pejabat  
fungsional  dan   tenaga  profesional  berdasarkan  
kebutuhan  atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota. (4) 
memberikan layanan administrasi,  ketatausahaan,  dan 
kepegawaian sesuai   dengan peraturan perundang-
undangan.Dan Sekretariat juga mempunyai Kewajiban 
yaitu:menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, 
memelihara arsip dan dokumen Pemilu, danmengelola 
barang inventaris KPU. 
Visi: Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum 
sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 
integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, 
demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi : Membangun 
lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 
menyelenggarakan Pemilihan Umum, Menyelenggarakan 
Pemilihan Umum (memilih Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, 
edukatif dan beradab), Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien 
dan efektif, Melayani dan memperlakukan setiap peserta 
Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta 
menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, Meningkatkan kesadaran politik rakyat 
untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi 
terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 
demokratis. 
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan 
Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, 
dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, 
KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut: (1) 
Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan 
Pemilihan Umum. (2) Menerima, meneliti dan 
menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai 
peserta Pemilihan Umum. (3)Membentuk Panitia 
Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan 
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai 
dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara 
yang selanjutnya disebut TPS. (4) Menetapkan jumlah 
kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap 
daerah pemilihan. (5) Menetapkan keseluruhan hasil 
Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, 
DPRD I dan DPRD II.(6) Mengumpulkan dan 
mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan 
Umum. (7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan 
Umum. 
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 
Tahun 1999 terdapat tambahan: tugas dan kewenangan 
lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam 
Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut 
juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan 
KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum 
dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan 
Umum. 
Tugas Pokok dan Fungsi KPUD Kota Mojokerto. 
(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data : 
(a)Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan 
rencana anggaran Pemilu. (b) Menyusun dan mengelola 
perencanaan anggaran Pemilu. (c) Mengelola, menyusun 
data pemilih. (d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan 
penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain 
yang terkait. (e) Mengumpulkan dan mengolah bahan 
penyusunan kerjasama dengan lembaga non 
pemerintah.(f) Melakukan survey untuk mendapatkan 
bahan kebutuhan Pemilu. (g) Mengumpulkan dan 
mengolah bahan kebutuhan Pemilu.(h) Mengumpulkan 
dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran 
Pemilu. (i) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil 
supervisi penyelenggara Pemilu. (j) Menyusun dan 
mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Program dan Data.(k) Memberikan dan mengelola bahan 
pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota. (l) 
Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan 
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota. (m) 
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris KPU Kab/Kota. (n) Menyusun dan 
merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen 
Anggota KPU Kab/Kota. (o) Menyusun dan 
merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu 
Anggota KPU. (p) Menjalankan perintah lain yang 
diperintahkan pimpinan. (2) Staf Pelaksana pada Sub 
bagian Hukum: (a) Mengumpulkan dan mengelola bahan 
untuk materi penyuluhan peraturan perundang-
undangan  tentang Pemilu. (b) Mengumpulkan dan 
mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum 
Penyelenggara Pemilu. (c) Menyusun dan mengolah 
bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi 
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dan konsultasi hukum penyelengara Pemilu. (d) 
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk 
pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara 
Pemilu. (e) Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk 
verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta 
Pemilu. (f) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap 
kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan 
pelaporannya.(g) Menyusun dan mengelola verifikasi 
Calon Anggota DPRD Kab/Kota. (h) Menyusun laporan 
kegitan verifikasi partai politik peserta Pemilu.(i) 
Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk 
verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta 
Pemilu. (j) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang 
sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan 
faktual calon perseorangan peserta 
Pemilu.(k)Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan 
informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta 
Pemilu. (l) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi 
kenerja staf di Subbagian hukum. (m) Menghimpun dan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang  materinya berhubungan dengan bidang 
tugas Subbagian Hukum. (n) Menyusun dan mencari 
bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan 
bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan 
masalah. (o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan 
kepada Sekretaris KPU Kab/Kota. (p) Melaksanakan 
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 
Kab/Kota. (q) Menyusun dan melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota. 
(r) Melaksanakan inventarisasi perturan perundang-
undangan. (s) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan.  
Partisipasi politik menurut Herbert McClosky 
adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat 
melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak 
langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum 
(Budiardjo, 2008:368). Hal yang diteropong terutama 
adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk 
memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, 
sekalipun fokus utamanya lebih luas yaitu usaha-usaha 
untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk 
masyarakat.Partisipasi politik dapat juga di definisikan 
sebagai suatu sikap politik yang mencakup segala 
kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik 
ataupun hanya mempengaruhi pejabat pemerintah dalam 
pengambilan keputusan. Huntington dan Nelson 
membagi partisipasi politik atas dua jenis yaitu: 
partisipasi Otonom dan partisipasi mobilisasi (Agustino, 
2009:190). Partisipasi Otonom adalah suatu jenis 
partisipasi yang diharapkan dari setiap individu dalam 
agrerat masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat, baik 
dalam hal memberikan masukan mengenai ide dan 
konsep tentang sesuatu hal pada pemerintah, mendirikan 
organisasi massa, menjadi kelompok-kelompok penekan 
bagi pemerintah, memberikan haknya pada saat 
pemilihan kepala daerah, merupakan serangkaian 
partisipasi yang diinginkan oleh masyarakat dan 
pemerintah dalam menciptakan keberadaban politik. 
Sedangkan Partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang 
lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap 
pelaksanaan program- program yang telah dibuat oleh 
pemerintah. 
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, 
partisipasi politik masyarakat saat pemilihan berorientasi 
terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan 
masyarakat.Karena dengan pemilihan kepala daerah 
tersebut, warga masyarakat diminta untuk memilih calon-
calon yang ada dengan merujuk pada program-program 
kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat 
mereka berkampanye. Berbicara tentang partisipasi 
masyarakat berhubungan dengan Teori Kebijakan Publik, 
yang menjelaskan tentang pendekatan dalam analisis 
sebuah kebijakan publik.Partisipasi masyarakat 
merupakan salah satu pendekatan dalam analisis 
kebijakan publik saat ini, yaitu Pendekatan peran serta 
warganegara.Hal ini didasarkan dari pemikiran 
demokrasi klasik dari Jhon Locke dan Jhon Stuart Mill, 
yang menekankan pengaruh yang baik dari peran 
warganegara dalam perkembangan kebijakan publik 
(Winarno, 2004: 45). 
Keikutsertaan warga negara dalam masalah-masalah 
atau hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, akan 
mendorong masyarakat sehingga memiliki pengetahuan 
dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggungjawab 
sosial yang penuh dan menjangkau perspektif mereka di 
luar batas-batas kehidupan pribadi. Oleh karena itu warga 
negara perlu memberikan perhatian untuk ikut serta atau 
berperan dalam pembangunan suatu daerah, khususnya 
melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. 
Bentuk-bentuk partisipasi politik itu adalah (Huntington 
dan Nelson, 1990 : 9-10) :  (a) Kegiatan Pemilihan yaitu 
kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, 
mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari 
dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau 
tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu; 
(b) Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok 
menghubungi pimpinan politik dengan maksud 
mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; (c) 
Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam 
organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, 
guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 
pemerintah; (d) Mencari koneksi (Contacting), yaitu 
upaya individu atau kelompok dalam membangun 
jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna 




mempengaruhi keputusan mereka, dan (e) Tindakan 
Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau 
kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah 
dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau 
harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, 
kudeta, revolusi dan pemberontakan. Kelima hal diatas 
merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat.Jadi 
dalam hal pemilihan kepala daerah secara langsung, 
kegiatan masyarakat untuk ikut dalam pemilihan atau 
memberikan suara merupakan bentuk partisipasi politik 
masyarakat.  
Di negara demokrasi juga dianggap bahwa lebih 
banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Tingginya 
tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti 
dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri 
dalam kegiatan-kegiatan itu (Budiardjo, 2008:368). Hal 
itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan 
memiliki kadar keabsahan atau legitimasi yang kuat. 
Sebaliknya, tingkat partisipasi yang kurang atau rendah 
dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat 
ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian 
terhadap masalah kenegaraan.selain itu, jika berbagai 
aspirasi rakyat tidak diungkapkan, pimpinan negara akan 
kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat dan cenderung melayani kebutuhan 
kelompok tertentu saja Dalam pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah di Indonesia, masyarakat perlu ikut 
berpartisipasi.Bentuk partisipasi dari masyarakat dapat 
terwujud dari satu atau beberapa kegiatan yang 
melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya ikut dalam 
acara sosialisasi, penyuluhan, kampanye dan bahkan ikut 
memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala daerah. 
Dari beberapa kasus pemilihan kepala daerah di 
Indonesia, diantara masyarakat ada yang ikut dalam satu 
atau lebih bentuk partisipasi, namun ada juga yang sama 
sekali tidak melibatkan diri dalam kegitan politik. Hal ini 
dinamakan dengan apatis dan sikap tersebut banyak 
dipilih oleh masyarakat dengan tidak ikut dalam 
pemilihan dikarenakan oleh sikap tidak tertarik mengenai 
masalah politik, tidak yakin bahwa usaha untuk 
mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, dan 
ada juga yang sengaja tidak memilih karena kebetulan 
berada di lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan 
hal yang dianggap biasa. Menurut teori peran dari 
Charles H. Cooley (Kamanto, 2002:25) mengungkapkan 
bahwa konsep diri (self-concep) seseorang berkembang 
melalui interaksinya dengan orang lain. Dalam hal ini 
dapat diuraikan bahwa menurunnya angka golput 
masyarakat saat pilkada kota mojokerto tahun 2013 tidak 
terlepas dari peran KPUD yang maksimal dalam 
melaksanakan visi dan misi serta tugasnya. 
Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang 
perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan 
perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya 
pertumbuhan pada mahkluk hidup.  Komponen utama 
pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. 
Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun 
dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan 
strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya 
bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat 
berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh 
dengan kemampuan yang lebih baik untuk 
menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan 
Parsons termasuk dalam golongan yang memandang 
optimis sebuah proses perubahan.  
Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, 
yaitu bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas 
dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-
nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-
perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang 
sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi 
dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat 
adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang 
satu sama lain berhubungan dan saling memiliki 
ketergantungan.Teori Fungsionalisme Struktural 
mempunyai latar belakang kelahiran dengan 
mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan 
organisme biologis dengan struktur sosial dan 
berpandangan tentang adanya keteraturan dan 
keseimbangan dalam masyarakat. Teori Fungsionalisme 
Struktural Parsons mengungkapkan suatu keyakinan yang 
optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu 
sistem. Akan tetapi optimisme Parson itu dipengaruhi 
oleh keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia II dan 
kembalinya masa kejayaan setelah depresi yang parah itu. 
Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya 
mencemaskan dan kemudian diikuti oleh pergantian dan 
perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons 
dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Gouldner (1970: 142):  ”untuk melihat masyarakat 
sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-
batas srukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru 
Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman 
kolektif, dengan realitas personal kehidupan sehari-hari 
yang sama-sama kita miliki”. 
Pengertian Pilkada ialah pemilihan kepala daerah 
secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk 
memilih kepala daerahnya yang baru atau Pemilihan 
Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, 
Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya 
pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan 
pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung) 
sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh Indonesia. 
Dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum, pasal 1 angka 4 yang menyebutkan 
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“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 
Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala 
daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pasal 58 menyebutkan bahwa 
calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  adalah 
warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: 
(a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Setia 
kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang  
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  cita-
cita  Proklamasi  Kemerdekaan  17 Agustus 1945, dan 
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 
Pemerintah; (c) Berpendidikan  sekurang-kurangnya  
sekolah  lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; (d) 
Berusia  sekurang-kurangnya  30  (tiga  puluh)  tahun 
bagi  calon  gubernur/wakil  gubernur  dan  berusia 
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi 
calon  bupati/wakil  bupati  dan  walikota/wakil walikota; 
(e) Sehat  jasmani  dan  rohani  berdasarkan  hasil 
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; (f) 
Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
(g) Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; (h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh 
masyarakat di daerahnya; (i) Menyerahkan  daftar  
kekayaan  pribadi  dan  bersedia untuk diumumkan; (j) 
Tidak  sedang  memiliki  tanggungan  utang  secara 
perseorangan  dan/atau  secara  badan  hukum  yang 
menjadi  tanggung  jawabnya  yang  merugikan keuangan 
negara; (k) Tidak  sedang  dinyatakan  pailit  berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; (l) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) atau bagi yang  belum  mempunyai  NPWP  
wajib  mempunyai bukti pembayaran pajak; (m) 
Menyerahkan  daftar  riwayat  hidup  lengkap  yang 
memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan 
serta keluarga kandung, suami atau istri;  (n) Belum  
pernah  menjabat  sebagai  kepala  daerah  atau  wakil 
kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam 
jabatan yang sama; (o) Tidak  dalam  status  sebagai  
penjabat  kepala  daerah;  dan (p) Mengundurkan  diri  
sejak  pendaftaran  bagi  kepala daerah  dan/atau  wakil  
kepala  daerah  yang  masih menduduki jabatannya. 
 
METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian tentang data yang 
dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan 
gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya 
kalimat hasil wawancara antara peneliti dan 
informan.Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat 
konstruktivisme yang beransumsi bahwa kenyataan 
itu berdimensi jamak, interaksi dan suatu pertukaran 
pengalaman social yang diinterprestasikan oleh 
individu-individu. Penelitian dengan metode 
kualitatif, menyarankan peneliti untuk berusaha 
mendapatkan informasi yang selengkap mungkin 
mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat pada pemilihan umum (Pilkada). Penelitian 
ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena 
terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di 
sekitar lingkungan manusia terorganisasi dalam 
satuan pendidikan formal.Penelitian yang 
menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha 
untuk memahami makna peristiwa serta interaksi 
pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan 
aksi ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang 
berlainan dengan cara yang digunakan untuk 
mendekati perilaku orang dengan maksud 
menemukan “fakta” atau “penyebab”. Fenomenologi 
pada dasarnya berpandangan bahwa apayang nampak 
dipermukaan termasuk pola perilaku manusia sehari-
hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa 
yang tersembunyi, sebab realitas itu sesungguhnya 
bersifat subyektif dan maknawi, ia tergantung pada 
persepsi, pemehaman, pengertian, dan anggapan-
anggapan seseorang. 
Singkatnya, peneliti berusaha memahami 
subjek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dengan 
tidak mengabaikan membuat penafsiran, dengan 
membuat skema konseptual.Peneliti menekankan 
pada hal-hal subjektif, tetapi tidak menolak realitas” 
di sana” yang ada pada manusia dan yang mampu 
menahan tindakan terhadapnya.Pada peneliti 
kualitatif menekankan pemikiran subjektif karena 
menrut pandangannya dunia itu dikuasai oleh angan-
angan yang mengandung hal-hal yang lebih bersifat 
simbolis dari pada konkret. Paradigma definisi sosial 
ini akan memberi peluang individu sebagai subjek 
penelitian (informan penelitian) melakukan 
interprestasi, dan kemudian peneliti melakukan 
interpretasi terhadap interpretasi itu sampai 
mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok 
masalah penelitian. 
Penelitian ini akan mengambil lokasi di 
daerah Mojokerto. Alasan metodologis pemilihan 
lokasi penelitian ini karena ditemukan fenomena 
tentang apa yang dihadapi yaitu di daerah Mojokerto, 
dimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan 
kepada daerah termasuk yang paling rendah pada 




pemilu 2013. Waktu penetilian ini dilakukan pada 
bulan Oktober 2014 sampai bulan Nopember 2014. 
Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat 
daerah Mojokerto.Subjek penelitian ini dipilih melalui 
metode pusposive sampling.Pusposive sampling 
artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan 
kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap 
objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
Arikunto (2006: 145) mendefinisikan informan 
sebagai orang yang memberikan informasi. Pada 
penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah 
orang yang dianggap mengetahui dan memahami betul 
mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) Kota Mojokerto untuk meningkatkan Partisipasi 
Politik Masyarakat dalam Pilkada 2013 dalam hal ini 
informan tersebut berasal dari anggota (beberapa anggota 
yang dianggap mengerti dan memahami) KPUD kota 
Mojokerto. Alasan memilih anggota Komisi Pemilihan 
Umum Daerah (KPUD) Kota Mojokerto adalah, karena 
lembaga tersebut (KPUD) memiliki tugas untuk 
mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan 
pemilihan umum.Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) Kota Mojokerto juga pastinya lebih mengerti 
akan kondisi dan situasi lokasi Pemilihan Umum di setiap 
daerah Kota Mojokerto. Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD) Kota Mojokerto juga memiliki tanggung 
jawab untuk mengarahkan masyarakat turut berpartisipasi 
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilkada, Pileg, 
atau Pilpres), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 
dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 
umumnya. 
Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini 
adalah dengan mengunakan teknik snowball sampling 
dengan pertimbangan bahwa penelitian melibatkan 
beberapa pihak untuk mendapatkan informasi yang lebih 
akurat dan mendalam sebagai data penelitian.Snowball 
sampling  ini dilakukan dengan maksud agar informasi 
yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan 
melibatkan informan yang dianggap memahami 
fenomena yang ada.  
Pelaksanaan pengumpulan data ini secara garis 
besar dilakukan dengan dua cara, yaitu penggalian 
data primer dan data sekunder. Data primer berupa 
participant observer yang dilakukan dengan cara 
membaur secara langsung dengan Objek 
penlitian.Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini diuraikan sebagai berikut : (a) Observasi. Menurut 
Nasution (2006:112), dalam observasi (pengamatan) 
diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang 
sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk 
mempengaruhi, mengatur, atau 
memanipulasinya.Observasi dilakukan peneliti sebagai 
upaya untuk memperoleh gambaran secara jelas 
tentang peranan KPU dalam pemilu, yaitu dengan cara 
mengamati hal-hal apa saja yang dilakukan oleh KPU 
menjelang diadakannya Pemilu (Pilkada, Pileg, atau 
Pilpres). Semua hal tersebut tidak mungkin 
didapatkan hanya dengan wawancara biasa.(b) 
Wawancara.Menurut Nasution (2006:114), wawancara 
atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal 
jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
informasi, melalui interview, yang bertujuan untuk 
memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh 
generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang 
menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. 
Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan 
bersifat pribadi dan subjek, tujuan bagi peneliti adalah 
menemukan prinsip yang lebih objektif.Wawancara 
dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk 
memperoleh informasi dan untuk melengkapi data-data 
yang terkumpul. 
Langkah selanjutnya yaitu teknik wawancara 
yang dipakai untuk menggali data dalam penelitian 
ini ialah In-depth interview atau wawancara secara 
mendalam, teknik ini digunakan agar diperoleh 
kedalaman, kekayaan serta kompleksitas data yang 
mungkin tidak didapatkan dari participant observer. 
Adapun langkah-langkah dalam melakukan In-depth 
interview, antara laingetting in, berupa adaptasi 
peneliti agar bisa diterima dengan baik oleh subjek 
penelitian.  Dalam proses ini, peneliti harus 
menciptakan situasi nonformal atau kekeluaraan. 
Dengan demikian peneliti dapat membangun 
kepercayaan (trust) agar tidak ada lagi jarak antara 
peneliti dengan subyek penelitian.Biasanya waktu 
yang tepat untuk melakukan getting in adalah pada 
waktu jam istirahat dan pada waktu pulang 
kerja.Karena pada kedua waktu tersebut mereka dapat 
dengan mudah bagi peneliti untuk memperoleh data 
yang dibutuhkan. Setelah trust terbentuk, peneliti 
harus menjaganya dengan berperilaku dan 
berpenampilan sama seperti subjek penelitian. 
Jika kedua hal tersebut dapat berjalan baik, 
maka akan tercipta rapport dari subjek penelitian, 
sehingga informasi-informasi dengan mudah 
diperoleh. Agar lebih mudah mewawancarai subjek 
penelitian, peneliti mencari key informan atau 
informan kunci. Hal ini perlu diperhatikan karena 
informan dapat memberikan berbagai keterangan 
lebih lanjut yang diperlukan sehingga informan dapat 
memberikan berbagai lebih lanjut yang diperlukan 
sehingga seorang informan haruslah mempunyai 
untuk mengintrodusikan peneliti kepada informan 
atau juga kepada responden lain dalam memperoleh 
data yang diperlukan (Koentjaraningrat, 1994: 108). 
Dari key informal ini diharapkan akan diperoleh 
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informan lain yang juga dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan peneliti. Informan kunci ini adalah 
petugas Ketua RT setempat dimana daerah yang 
paling banyak masyarakatnya yang tidak 
menggunakan hak pilihnya. 
Ketika dalam proses in-depth interview 
informasi yang diberikan informan keluar dari fokus 
permasalahan yang ditanyakan peneliti, maka peneliti 
akan melakukan probing dengan tujuan menggali 
informasi lain melalui pertanyaan lain yang lebih 
mendalam, namun masih berada pada fokus 
permasalahan yang sedang diteliti. Dalam upaya 
memperlancar proses in-depth interview, terlebih 
dahulu peneliti akan membuat instrument penelitian 
berupa guiding question, yakni berupa catatan-
catatan tentang perihal yang akan diteliti dan 
ditanyakan. Setelah informasi diperoleh, baik 
participant observer maupun in-depth interview, 
peneliti akan menyusunkembali dalam bentuk field 
note atau catatan lapangan. Field note dimaksudkan 
untuk merekap berbagai informasi yang sudah 
didapatkan dengan tujuan agar tidak lupa, 
dikarenakan peneliti sebagai manusia tentunya 
memiliki keterbatasan, terutama daya serap dan daya 
ingat. 
Teknis analisis data adalah proses kategori 
urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 
pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia 
membedakanya dengan penafsiran yaitu memberikan 
arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan 
pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-
dimensi uraian. Analisisdata sebagai proses yang 
merinci usaha secara formal untuk menemukan tema 
dan merumuskan hiposis seperti yang disarankan oleh 
data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 
pada tema dan hiposis tersebut, jika dikaji definisi di 
atas lebih menitikberatkan pada pengorganisasian 
data sedangkan definisi tersebut dapat 
pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua 
lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, 
dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik 
kesimpulan.  
 Analisis data disini dilakukan dengan cara 
mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak 
sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar 
peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-
lain. Pekerjaan analisis data adalah mengatur, 
mengurutkan, mengelompokkan dan memberikan 
suatu kode tertentu dan mengkatagorikan, 
pengelolaan data tersebut bertujuan untuk 
menemukan tema dan hiposis kerja yang akhirnya 
diangkat menjadi teori substantif (Moleong, 2005). 
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
mencatat apa adanya sesuai hasil observasi, dokumentasi 
dan wawancara mendalam di lapangan. Setelah data 
dikumpulkan secara keseluruhan dari informan, 
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Teknik ini 
digunakan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif 
agar permasalahan yang dibahas menjadi jelas. Melalui 
teknik analisis ini akan digambarkan dengan jelas, 
sistematis, dan rinci tentang yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Reduksi data merupakan bagian dari analisis 
data, yakni proses pemilihan, pemusatan penelitian dan 
penyederhana, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
dari penelitian yang muncul dari catatan di lapangan 
Miles, Huberman, (dalam Sugiyono, 2011:247). Pada 
penelitian ini reduksi data berlangsung selama 
pengumpulan data.Reduksi data dalam penelitian ini 
dilakukan misalnya dengan memilih informasi mana 
yang dipakai, mana yang dibuang, dan mana yang perlu 
dan mana yang tidak perlu. Dengan kata lain reduksi data 
dilakukan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang 
pokok serta dicari tema dan polanya. 
Alur dari kegiatan selanjutnya adalah penyajian 
data.Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 
2009:247) penyajian data yang sering dipakai pada data 
kualitatif adalah bentuk teks naratif.Dalam penelitian ini 
misalnya, data yang disajikan adalah informasi-informasi 
yang berasal dari catatan di lapangan.Data dalam 
penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Alur 
kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi.Menurut Milles dan 
Huberman (dalam Sugiyono (2009:247) penarikan data 
yang dikumpulkan, direduksi dan disajikan perlu juga 
diverikiasikan dengan meninjau ulang catatan lapangan 
yang tersusun.Verifikasi atau penarikan kesimpulan 
dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan 
masalah mengenai peran Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD) Kota Mojokerto untuk meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2013. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian 
Peran KPUD Untuk Meningkatkan Partisipasi 
Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2013 Kota Mojokerto. 
Tujuan pertama di dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) Kota Mojokerto untuk meningkatkan Partisipasi 
Politik Masyarakat dalam Pilkada. Di dalam penelitian 
ini digunakan instrumen wawancara untuk mengetahui 
seberapa penting dan bagaimana peran Komisi Pemilihan 
Umum Daerah (KPUD) Kota Mojokerto untuk 
meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam 
Pilkada. Instrumen wawancara tersebut akan 
dipertanyakan dan dijawab oleh informan yang berasal 
dari anggota KPUD Kota Mojokerto, dan sesuai dengan 




bagian atau tanggung jawab (tugas pokok) yang dimiliki 
masing-masing anggota. Peran Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD) Kota Mojokerto sangat diperlukan 
karena adanya KPUD sangat berpengaruh dalam jalannya 
pemilu baik itu pilkada, pileg, maupun pilpres. Partisipasi 
politik masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam 
pemilihan umum, karena tanpa adanya partisipasi politik 
dari masyarakat, dapat dipastikan pemilihan umum akan 
berjalan kurang baik. Peran KPUD sangat erat dengan 
partisipasi politik masyarakat atau tidak dapat 
dipisahkan. 
Peran KPUD dalam hal sosialisasi juga 
menentukan tingkat partisipasi politik dari masyarakat. 
KPUD dapat memberi pengarahan tentang tata cara 
maupun proses berlangsungnya pemilihan umum 
(pilkada). Sosialisasi ini perlu dilakukan, agar masyarakat 
dapat berpartisipasi dengan baik selama proses 
berjalannya pemilihan umum (pilkada). Dalam hal 
memberikan atau menyampaikan sosialisasi dalam 
pemilu, KPUD memiliki cara masing-masing. Mulai dari 
hal yang sederhana.Adapun peran Komisi Pemilihan 
Umum Daerah (KPUD) Kota Mojokerto untuk 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam 
pilkada, dilihat dari kesiapan masing-masing anggota 
menjelang proses berjalannya pemilihan umum (pilkada). 
(a) Kesiapan KPUD dalam pemilihan umum (menjelang 
pemilu).Dalam mempersiapkan sarana prasarana 
menjelang pemilu, anggota KPUD sebelumnya 
melaksanakan pertemuan (rapat). Tujuan dari rapat ini 
pun sebagai ajang persiapan awal untuk membahas apa 
saja yang perlu dipersiapkan mulai dari hal yang kecil 
seperti kotak suara sampai kepada hal yang sentral seperti 
sosialisasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 
anggota KPUD kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, 
Agus Zaenal, Imam Buchori dan  Tri Widya Kartikasari. 
Persiapan awal yang dilakukan menjelang pilkada adalah 
dimulai dengan mmengadakan rapat dan melengkapi 
sarana dan prasarana dalam pemilu, hal ini disampaikan 
oleh Agung Kiswanto  selaku KA. Subbag Hukum yaitu:  
“Sebelumnya kita mengadakan 
rapat mas,apa aja yang kita 
butuhin,Ya kalau pemilu sudah 
mau terlaksana pasti sudah lengkap 
semua perlengkapannya, mulai dari 
kotak suara, bilik, surat suara, alat-
alat kelengkapan lainnya mas jadi 
semua sudah lengkap masalah 
sarana prasarana untuk pilkada 
kemarin”. (Agung Kiswanto, 
wawancara tanggal 5 Maret 2015). 
Pernyataan Agung Kiswanto juga diperkuat 
oleh Agus Zaenal selaku KA. Subbag Teknis 
Pemilu yaitu: 
“Untuk memenuhi kelengkapan sarana-
prasarananya, kita  memulai dari hal yang 
sederhana atau paling awal dahulu, seperti 
mempersiapkan kotak suara, sampai kepada 
relawan yang bersedia ditempatkan di 
lapangan”. (Agus Zaenal, wawancara 
tanggal 11 Maret 2015).  
Imam Buchori yang menjabat sebagai Divisi 
Sosialisasi juga menyatakan bahwa selain persiapan 
teknis seperti rapat, KPUD juga mensosialisasikan 
mengenai UU Pilkada. Sesuai dengan pernyataan beliau 
yaitu: 
“Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara 
di tingkat daerah mensosialisasikan UU 
pemilihan kepala daerah  kepada partai 
politik dan stakeholder yang ada di 
wilayahnya.” (Imam Buchori, wawancara 
tanggal 23 Maret 2015).  
Hal serupa juga disampaikan oleh Tri Widya 
Kartikasari selaku Divisi Teknis Penyelenggara, yang 
mengatakan bahwa persiapan dalam pilkada dilakukan 
mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang penting 
seperti relawan di lapangan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu:  
“Sebelumnya kita adakan pertemuan 
seluruh anggota pengurus KPU untuk 
menentukan persiapan apa aja yang kita 
perlukan. Kita harus melengkapi semua 
keperluannya, mulai dari hal yang kecil 
seperti kotak suara, dan sampai ke 
relawan di lapangan.” (Tri Widya 
Kartikasari, wawancara tanggal 7 April 
2015). 
Persiapan sarana prasarana menjelang pemilu, 
tentunya menemui kendala atau masalah teknis. Seperti 
halnya masalah anggaran yang biasanya datang terlambat 
dikarenakan belum diaturnya peraturan terkait anggaran. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari anggota 
KPUD kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, Agus 
Zaenal, Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari.  
Agung Kiswanto menyatakan bahwa kendala dalam 
menjelang pemilu ada pada anggaran yang telat. Seperti 
pernyataan beliau yaitu:  
“Apa ya, ya kendalanya kemarin 
Cuma masalah anggaran saja mas, 
kadang ada anggaran yang telat 
turunnya, kan kita kemarin pakai 
APBD buat pemilu, itu kadang telat 
dan gak tepat waktu mas mungkin itu 
saja kendalanya kemarin”. (Agung 
Kiswanto, wawancara tanggal 5 
Maret 2015).  
 Hal tersebut juga disampaikan oleh Agus Zaenal 
yang juga berpendapat sama, yaitu: 
 “Anggaran. Yang menjadi kendala selama 
ini adalah anggaran. Terkadang anggaran 
tersebut datang terlambat. Saya pikir 
kendalanya itu (anggaran)”. (Agus Zaenal, 
wawancara tanggal 11 Maret 2015).  
Hal senada juga disampaikan oleh Imam 
Buchori bahwa anggaran yang ada masih belum ada 
pihak yang mengatur, sesuai pernyataan beliau yaitu:  
“Kendala yang dirasakan oleh KPU 
daerah yang menyelenggarakan adalah 
berkaitan dengan anggaran dalam 
penyelenggaraan belum bisa 
dilaksanakan, karena aturan yang 
menjadi acuan belum disahkan atau 
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ditetapkan, dalam hal ini adalah PKPU 
yang mengatur tentang anggaran”. (Imam 
Buchori, wawancara tanggal 23 Maret 
2015).  
Tri Widya Kartikasari juga menyampaikan 
pernyataan serupa, yaitu:  
“Kendalanya itu seputar masalah anggaran 
saja. Terkadang anggarannya itu datang 
terlambat. Ya saya kira kendalanya itu saja 
(anggaran)”. (Tri Widya Kartikasari, 
wawancara tanggal 7 April 2015). 
Berbagai upaya dilakukan guna memenuhi 
kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan 
pemilu, seperti melaksanakan kegiatan rapat atau 
pertemuan bersama seluruh jajaran pemerintah kota 
(pemda) dan juga dengan KPU tingkat provinsi. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan dari anggota KPUD 
kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, Agus Zaenal, 
Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari.  
Agung Kiswanto menyatakan bahwa dalam 
melengkapi kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan 
pemilu, terlebih dahulu dilakukan rapat, untuk 
menentukan anggaran dan membuat rincian untuk 
memenuhi semuanya. Hal ini sesuai dengan yang beliau 
ucapkan yaitu:  
“Ya sama saja mas kita rapatkan dulu 
sebelumnya, terus kita anggarkan dulu 
semuanya, kita persiapkan, bikin rincian 
apa saja yang dibutuhkan”. (Agung 
Kiswanto, wawancara tanggal 5 Maret 
2015).  
           Agus Zaenal menyatakan hal serupa, bahwa 
terlebih dahulu akan diadakan rapat anggota dan juga 
termasuk pemerintah daerah untuk ,elakukan persiapan. 
Sesuai dengan yang dikatakan beliau:  
“Kita lakukan pertemuan atau rapat. Kita 
kumpulkan seluruh anggota atau ya dari 
seluruh jajaran yang ada, dari pemda 
(pemerintah daerah) lalu kita membuat 
anggaran. Mempersiapkan apa saja 
kelengkapan yang diperlukan”. (Agus 
Zaenal, wawancara tanggal 11 Maret 2015).  
Koordinasi dengan pemerintah daerah juga 
dilakukan oleh KPUD dalam mempersiapkan pilkada. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Buchori yaitu:  
“Dalam hal ini KPU terus berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah untuk 
penganggaran dan kesiapan pemerintah 
daerah dalam mengawal kegiatan 
tersebut. Kita juga melakukan persiapan 
internal, baik yang berhubungan langsung 
dengan penyelenggaraan maupun 
peningkatan SDM penyelenggaranya 
dengan terus berkoordinasi kepada KPU 
tingkat provinsi”. (Imam Buchori, 
wawancara tanggal 23 Maret 2015).  
Sesuai dengan pernyataan dari informan 
sebelumnya, Tri Widya Kartikasari juga menyatakan 
bahwa persiapan diawali dengan rapat bersama 
pemerintah derah (pemda) dan membuat rincian apa saja 
yang dibutuhkan dalam pilkada, sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu:  
“Kita rapatkan sebelumnya, kita kumpulkan 
seluruh jajaran dari pemda (pemerintah 
daerah) kemudian kita anggarkan dulu 
semuanya, kita persiapkan, membuat 
rincian apa aja yang dibutuhkan”. (Tri 
Widya Kartikasari, wawancara tanggal 7 
April 2015). 
Strategi KPUD Kota Mojokerto untuk menekan 
angka golput dan meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat.Strategi yang dilakukan oleh KPUD Kota 
Mojokerto untuk menekan angka golput dan 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah 
dengan mensosialisaikan beberapa hal seperti sosialisasi 
tentang undang-undang pemilu, mengenalkan calon-
calon pemimpin, beserta visi misi nya. Sosialisasi juga 
dilakukan di beberapa tempat dan juga ada kegiatan yang 
diadakan KPUD Kota Mojokerto untuk melakukan 
sosialisasi tersebut bahkan melalui media massa juga. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan dari anggota KPUD 
kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, Agus Zaenal, 
Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari.  
Agung Kiswanto menyatakan strategi yang 
dilakukan oleh KPUD Kota Mojokerto untuk menekan 
angka golput dan meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat adalah dengan mensosialisaikan beberapa hal 
seperti memperkenalkan calon kepala daerah pada 
masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam kegiatan jalan 
santai, sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Mulai sarana, alat, prasana pasti, lalu 
sosialisasi. Pertama sosialiasi pasti ke 
koran dulu, ke radio, TV lokal. Ya 
mengenalkan calonnya siapa, agar orang-
orang tahu. Sosialisasi lainnya bisa, 
pernah diadakan jalan santai, dari sana 
kita kasih selebaran gambar para calon 
walikota”. (Agung Kiswanto, wawancara 
tanggal 5 Maret 2015). 
Agus Zaenal menyatakan sosialisasi menjelang 
pilkada dilakukan di berbagai tempat, misal sekolah, 
lapas, dan juga ke rumah-rumah (PKK). Bentuk 
kegiatannya berupa jalan santai, dan dalam kegiatan 
tersebut akan diperkenalkan calon-calon kepala daerah 
beserta tata cara pemilihannya. Sesuai dengan pernyataan 
beliau yaitu: 
“Kita pernah mengadakan acara jalan 
santai, yang mana saat dilaksanakannya 
kegiatan tersebut, kita beri selebaran 
yang isinya mengenai profil calon kepala 
daerah. Sosialisasi kita lakukan secara 
langsung seperti pada saat kegiatan PKK, 
ke sekolah-sekolah (untuk pemilih 
pemula), dan bahkan ke lapas juga. Kita 
mengenalkan calon-calonnya, visi-
misinya, dan tata cara pemilihannya. 
Proses sosialisasi juga dilakukan di 
berbagai tingkat seperti kecamatan 
(PPK), kelurahan (PPS)”. (Agus Zaenal, 
wawancara tanggal 11 Maret 2015). 




Imam Buchori menyatakan salah satu sosialisasi 
yang dilakukan aalah dengan memberitahukan aturan-
aturan terkait pilkada ke masyarakat. Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
 “Yang perlu kita siapkan dalam 
penyelenggaraan pilkada salah satunya 
adalah mensosialisasikan aturan terkait 
dengan undang-undang pemilukada ke 
masyarakat”. (Imam Buchori, wawancara 
tanggal 23 Maret 2015). 
Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, Tri 
Widya Kartikasari juga menyatakan hal serupa, yaitu: 
“Mulai sarana-prasana. Lalu melakukan 
sosialisasi akan aturan dalam pemilu ke 
masyarakat. Sosialisasi lain, biasanya kita 
lakukan dalam bentuk kegiatan seperti jalan 
santai”. (Tri Widya Kartikasari, wawancara 
tanggal 7 April 2015). 
Langkah-langkah yang dilakukan KPUD Kota 
Mojokerto untuk meminimalisir angka golput dan 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat, juga 
dilakukan melalui pendidikan politik, hampir sama 
dengan sosialisasi. Dalam pelaksanaannya KPUD juga 
menggandeng Tokoh Masyarakat, Parpol, dan juga 
organisasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan dari anggota KPUD kota Mojokerto yaitu 
Agung Kiswanto, Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri 
Widya Kartikasari. 
Agung Kiswanto megatakan hal-hal yang dilakukan 
untuk meminimalisir angka golput dan meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat adalah dengan memberikan 
pendidikan politik (sosialisasi). Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu:  
“Ya melalui pendidikan politik seperti 
sosialisasi. Ajakan tersebut juga 
menggunakan bantuan tenaga di lapangan, 
dengan masuk ke sekolah untuk  mengajak 
pemilih-pemilih pemula”. (Agung 
Kiswanto, wawancara tanggal 5 Maret 
2015). 
Agus Zaenal menyatakan hal serupa, yaitu dengan 
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 
Misal mengadakan kegiatan. Sesuai dengan pernyataan 
beliau yaitu: 
“Sosialisasi ke masyarakat. Kita 
memberikan pendidikan politik kepada 
masyarakat. Mengadakan kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 
politik masyarakat dan tentunya kegiatan 
tersebut, mudah diterima”. (Agus Zaenal, 
wawancara tanggal 11 Maret 2015). 
            Imam Buchori menyatakan dalam meminimalisir 
angka golput, KPUD mengajak serta parpol dan juga 
tokoh masyarakat dalam memberikan pendidikan politik. 
Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
 “Langkah KPUD untuk meminimalisir 
angka golput dan untuk meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat adalah, 
KPUD menggandeng dan bekerja sama 
dengan parpol dan juga tokoh masyarakat, 
organisasi masyarakat dalam memberikan 
pendidikan politik tentang pentingnya 
partisipasi pemilih untuk perbaikan daerah 
dengan memilih pemimpin yang baik”. 
(Imam Buchori, wawancara tanggal 23 
Maret 2015). 
Tri Widya Kartikasari juga menyatakan bahwa 
pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat 
adalah dengan ajakan yang sifatnya mudah diterima. 
Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Memberikan pendidikan politik seperti 
halnya sosialisasi itu. Ajakan-ajakan yang 
sifatnya bisa diterima dengan mudah oleh 
masyarakat”. (Tri Widya Kartikasari, 
wawancara tanggal 7 April 2015) 
Langkah-langkah yang dilakukan KPUD Kota 
Mojokerto tersebut, menurut anggotanya (KPUD Kota 
Mojokerto) sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut 
mengacu pada hasil dari pemilu tersebut yang 
ditunjukkan pula dengan partisipasi politik masyarakat 
yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 
anggota KPUD kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, 
Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan bahwa langkah-
langkah yang dilakukan oleh KPUD terlaksana dengan 
baik. Beliau menyatakan bahwa dengan terpilihnya 
kepala daerah itu merupakan indikator pilkada tersebut 
sukses. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Ya sudah mas, terbukti dengan kepala 
daerah yang sudah terpilih itu merupakan 
salah satu indikator pemilu tersebut sukses 
atau berhasil”. (Agung Kiswanto, 
wawancara tanggal 5 Maret 2015). 
Agus Zaenal juga menambahkan bahwa 
langkah-langkah tersebut dirasa terlaksana dengan baik 
dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. 
Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu:  
“Kalau dilihat dari partisipasi masyarakat 
saat pemilu yang mengalami peningkatan, 
saya kira hal tersebut sudah dilakukan 
dengan baik”. (Agus Zaenal, wawancara 
tanggal 11 Maret 2015). 
 Partisipasi masyarakat juga menjadi tolak ukur 
terlaksananya langkah-langkah yang dilakukan oleh 
KPUD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Buchori, 
yaitu: 
“Tanpa peran serta masyarakat, program 
yang diadakan untuk menekan angka golput 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
yang sudah direncanakan oleh KPUD tidak 
dapat berjalan dengan baik. Jika dilihat dari 
partisipasi masyarakat ketika pemilu yang 
ada peningkatan, saya rasa hal tersebut 
sudah dilakukan dengan baik”. (Imam 
Buchori, wawancara tanggal 23 Maret 
2015). 
Senada dengan pernyataan dari Agung 
Kiswanto yang menyatakan bahwa dengan terpilihnya 
kepala daerah itu merupakan indikator pilkada tersebut 
sukses dan juga menunjukkan bahwa langkah-langkah 
yang dilakukan oleh KPUD berjalan dengan baik, maka 
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Tri Widya Kartikasari menyatakan pendapatnya sebagai 
berikut:  
“Saya kira sudah, itu terbukti dengan 
adanya kepala daerah kita yang sudah 
terpilih. Adanya partisipasi dari 
masyarakat. Saya pikir itu merupakan salah 
satu indikator kesuksesan dari pemilu”. (Tri 
Widya Kartikasari, wawancara tanggal 7 
April 2015). 
Partisipasi Masyarakat kota Mojokerto dalam 
pemilu (pilkada maupun pileg).Partisipasi politik 
masyarakat kota Mojokerto dalam pemilu (pilkada-pileg) 
mengalami peningkatan. Sesuai pernyataan dari anggota 
KPUD kota Mojokerto, bahwa peningkatan partisipasi 
masyarakat mencapai kurang lebih sekitar 80%. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dari anggota KPUD kota 
Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, Agus Zaenal, Imam 
Buchori dan Tri Widya Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan bahwa ada 
peningkatan partisipasi politik masyarakat hingga 80 
persen, sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Bagus sekali masyarakat kota mojokerto 
mas ada peningkatan masyarakat 
antusiasnya, ya hampir 80 persen dari 
total jumlah pemilih kemarin”. (Agung 
Kiswanto, wawancara tanggal 5 Maret 
2015). 
Agus Zaenal juga menyatakan hal demikian. 
Peningkatan partisipasi masyarakat dari DPT (Daftar 
Pemilih Tetap) kurang lebih 80 persen, sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
“Ada peningkatan partisipasi masyarakat. 
Ada peningkatan kurang lebih sekitar 80% 
dari DPT itu turut berpartisipasi. Karena 
partisipasi masyarakat itu bisa dilihat dari 
hasil perolehan suara. Kita bisa melihat 
secara detail berapa banyak pemilih yang 
hadir, banyaknya angka golput, dan suara 
yang tidak sah”. (Agus Zaenal, wawancara 
tanggal 11 Maret 2015). 
 Imam Buchori menyatakan bahwa 
peningkatan tersebut tidak terlepas dari kesadaran 
masyarakat dalam mensukseskan pemilu. sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
 “Partisipasi dan kesadaran masyarakat 
dalam mensukseskan penyelenggaraan 
pemilu terus meningkat, ini ditunjukkan 
dengan tingkat kehadiran yang meningkat 
pula, adapun tingkat kehadiran dalam 
pemilu (pilkada ke pileg) lalu mencapai 
sekitar 80%”. (Imam Buchori, wawancara 
tanggal 23 Maret 2015). 
Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, Tri 
Widya Kartikasari juga mengatakan bahwa ada 
peningkatan partisipasi politik dari masyarakat. Sesuai 
dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Ada peningkatan partisipasi dari 
masyarakat (antusiasnya), kehadiran 
masyarakat juga banyak, ada peningkatan”. 
(Tri Widya Kartikasari, wawancara tanggal 
7 April 2015) 
Kendala yang dihadapi oleh KPUD kota Mojokerto 
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat 
adalah kurangnya rasa antusias dari masyarakat, terhadap 
kegiatan (sosialisasi) yang dilakukan oleh KPUD kota 
Mojokerto. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
anggota KPUD kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, 
Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari.  
Kendala yang dihadapi oleh KPUD dalam 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat menurut 
Agung Kiswanto adalah masyarakat sendiri. Sesuai 
dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Kendalanya ya kembali ke masyarakat 
sendiri mas. Masyarakat kurang punya rasa 
antusias kalau kita mengadakan acara 
sosialisasi”. (Agung Kiswanto, wawancara 
tanggal 5 Maret 2015). 
Agus Zaenal juga menyampaikan hal serupa, 
bahwa kendala nya ada pada masyarakat. Kegiatan 
sosialisasi yang diadakan kurang bisa mendapat antusias 
masyarakat. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Kendalanya saya rasa, kembali kepada 
masyarakat itu sendiri. Kegiatan sosialisasi 
yang kita lakukan, tidak mendapat antusias 
yang cukup dari masyarakat”. (Agus 
Zaenal, wawancara tanggal 11 Maret 2015). 
        Menurut Imam Buchori, tingkat apatisme 
masyarakat terhadap politik menjadi kendala tersendiri. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Tingkat apatisme masyarakat terhadap 
politik menjadikan kendala tersendiri dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat, 
sehingga sarana sosialisasi yang telah 
disediakan KPU kurang begitu diminati”. 
(Imam Buchori, wawancara tanggal 23 
Maret 2015). 
Sesuai dengan pernyataan Agung Kiswanto dan 
Agus Zaenal, Tri Widya Kartikasari juga menyatakan hal 
serupa, yaitu: 
“Kendalanya ya masyarakat itu sendiri. Ada 
rasa kurang antusias dari masyarakat, disaat 
kita mengadakan kegiatan seperti sosialisasi 
pemilu”. (Tri Widya Kartikasari, 
wawancara tanggal 7 April 2015) 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD untuk 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah 
dengan melakukan sosialisasi melalui media massa, dan 
sasarannya adalah masyarakat itu sendiri (dalam hal ini 
adalah pemilih pemula). Hal tersebut sesuai dengan 
pernyataan dari anggota KPUD kota Mojokerto yaitu 
Agung Kiswanto, Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri 
Widya Kartikasari. 
Upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat menurut Agung Kiswanto 
adalah melakukan sosialisasi, dengan membuat iklan di 
beberapa media massa. Sesuai pernyataan beliau yaitu:  
“Yang kita lakukan, kita banyak melakukan 
sosialisasi di berbagai elemen masyarakat 
mulai dari pemilih pemula, ya kita 
mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah. 
Lalu kita juga melakukan sosialisasi di 
media elektronik, saya contohkan kemarin 




kita membuat iklan di jtv, dan di media 
cetak seperti kita selipkan di koran radar 
mojokerto dan kita memasang reklame-
reklame”. (Agung Kiswanto, wawancara 
tanggal 5 Maret 2015). 
Hal serupa juga disampaikan oleh Agus Zaenal, 
yang menyatakan bahwa sosialisasi untuk meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat dilakukan dengan media 
elektronik seperti televisi dan juga radio. Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
“Kita lakukan sosialisasi melalui radio, 
biasanya diawali dari media cetak 
(koran). Sosialisasi juga kita lakukan 
melalui media elektronik seperti televisi, 
tapi televisi lokal seperti Jtv begitu, dan 
juga menyebarkan pamflet”. (Agus 
Zaenal, wawancara tanggal 11 Maret 
2015). 
Imam Buchori menyampaikan hal serupa, 
sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial, baik 
elektronik maupun media cetak. Sesuai pernyataan beliau 
yaitu: 
 “Berbagai upaya dilakukan oleh KPUD 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pemilu baik itu melalui sosialisasi 
lewat media sosial, media elektronik, media 
cetak, dan pertemuan dengan organisasi 
masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 
mensukseskan penyelenggaraan pemilu 
terus meningkat, ini ditunjukkan dengan 
tingkat kehadiran yang meningkat pula. 
Adapun tingkat kehadiran dalam pemilu 
(pileg) lalu, mencapai sekitar 81%”. (Imam 
Buchori, wawancara tanggal 23 Maret 
2015). 
Tri Widya Kartikasari menyampaikan hal 
serupa dengan pernyataan sebelumnya, bahwa sosialisasi 
dilakukan melalui media elektronik maupun cetak. 
Sesuai pernyataan beliau yaitu: 
“Yang telah kita lakukan adalah, sosialisasi 
di semua elemen masyarakat. Dari pemilih 
pemula seperti itu. Sosialisasi juga kita 
lakukan disekolah-sekolah. Melalui 
berbagai media, baik elektronik maupun 
cetak”. (Tri Widya Kartikasari, wawancara 
tanggal 7 April 2015). 
Kapasitas pemantauan politik di kota Mojokerto 
biasanya diserahkan ke pihak panwaslu dan juga ada 
beberapa dari masyarakat yang turut membantu dalam 
proses pemantauan ini, namun hal ini dirasa sedikit 
kurang.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari 
anggota KPUD kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, 
Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan bahwa kapasitas 
pemantauan pemilu diberikan kepada panwaslu. Sesuai 
dengan pernyataan beliau yaitu:  
“Kita biasanya memberi wewenang ke 
panwaslu mas, banwaslu pusat, panwaslu 
kota, panwaslu kecamatan, baru yang di 
lapangan panwaslu lapangan yang di 
kelurahan sama bawahnya lagi”. (Agung 
Kiswanto, wawancara tanggal 5 Maret 
2015). 
Agus Zaenal memiliki pendapat serupa, yang 
menyatakan bahwa pemantauan pemilu diserahkan 
kepada panwaslu dan juga ke masyarakat. Sesuai 
pernyataan beliau yaitu: 
“Untuk pemantauannya, kita terkadang 
menyerahkan kepada masyarakat, atau 
sifatnya umum lah. Jadi siapa yang bersedia 
menjadi pemantau. Ada juga panwaslu 
yang berhak memantau jalannya peroses 
pemilu panwaslu itu sendiri ada dalam 
tingkat kelurahan maupun kecamatan, dan 
mereka bertanggung jawab kepada KPU 
yang ada di atasnya KPUD, yaitu KPU 
provinsi (banwaslu)”. (Agus Zaenal, 
wawancara tanggal 11 Maret 2015). 
Imam Buchori memiliki pendapat berbeda 
mengenai kapasitas pemantauan pemilu, yang 
menyatakan bahwa tidak adanya lembaga pemantau 
yang mau mendaftarkan diri sebagai pemantau. Sesuai 
dengan pernyataan beliau yaitu:    
 “Dalam pemilu tahun 2014 baik pemilihan 
umum (legislatif) maupun pemilihan umum 
presiden tidak ada sama sekali lembaga 
pemantau yang mendaftarkan diri untuk 
melakukan pemantauan di wilayah kota 
Mojokerto, meskipun KPU sudah 
mensosialisasikannya terhadap masyarakat. 
Maka pemantauan yang terjadi hanya 
dilakukan oleh masyarakat secara 
personal”. (Imam Buchori, wawancara 
tanggal 23 Maret 2015). 
Tri Widya Kartikasari juga menyatakan hal 
serupa, bahwa pemantauan pemilu diserahkan kepada 
masyarakat. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Untuk pemantauan nya sendiri, kita 
biasanya menyerahkan kepada masyarakat 
yang bersedia menjadi pemantau. Sebab 
tidak ada lembaga pemantau yang mau 
mengajukan diri untuk melakukan 
pemantauan”. (Tri Widya Kartikasari, 
wawancara tanggal 7 April 2015)  
Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 
kapasitas pemilu di kota Mojokerto menurut anggota 
KPUD kota Mojokerto dirasa tidak ada, dan bahkan bisa 
dikatakan pemilu di kota Mojokerto tersebut baik. 
Partisipasi politik masyarakatnya juga memuaskan. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan dari anggota KPUD 
kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, Agus Zaenal, 
Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan bahwa pemilu di 
indonesia itu cukup baik. Secara tidak langsung hal ini 
menunjukkan bahwa kendala dalam meningkatkan 
kapasitas pemantauan pemilu hampir tiada berarti. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Jika dilihat secara umum,sebenarnya 
pemilu di indonesia itu sudah cukup 
baik mas. Di mojokerto sendiri saja 
dapat saya bilang, pemilu nya 
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memuaskan”. (Agung Kiswanto, 
wawancara tanggal 5 Maret 2015). 
Hal serupa disampaikan oleh Agus Zaenal yang 
menyatakan tidak ada kendala dalam meningkatkan 
kapasitas pemilu. sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Kendalanya saya rasa tidak ada mas. 
Pemilu yang kita laksanakan di 
mojokerto, berjalan dengan baik. Itu tidak 
terlepas dari partisipasi masyarakat kita”. 
(Agus Zaenal, wawancara tanggal 11 
Maret 2015). 
Imam Buchori menyatakan hal serupa, bahwa di 
Indonesia kapasitas pemilu nya sudah proporsional dan 
diukur dari partisipasi politik masyarakat kota Mojokerto 
yang baik. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
 “Kapasitas pemilu yang ada di 
Indonesia sudah proporsional, 
namun bicara mengenai kualitas 
pemilu yang diukur dengan 
partisipasi masyarakat kota 
Mojokerto tergolong memuaskan, 
dengan ukuran pasrtisipasi dalam 
pilkada 2013 yaitu 81,40%, pemilu 
(pileg) 2014 sebanyak 84,43%”. 
(Imam Buchori, wawancara tanggal 
23 Maret 2015). 
Tri Widya Kartikasari juga menyampaikan 
pendapat yang sama dengan pernyataan sebelumnya, 
yaitu: 
“Dilihat secara umum, pemilu disini 
(mojokerto) itu sudah cukup baik mas. Di 
mojokerto sendiri saja dapat saya bilang, 
pemilu nya berjalan baik”. (Tri Widya 
Kartikasari, wawancara tanggal 7 April 
2015)  
 Upaya yang dilakukan oleh KPUD kota 
Mojokerto untuk meningkatkan kapasitas pemantauan 
pemilu adalah tetap dengan melakukan sosialisasi berupa 
ajakan kepada masyarakat yang bersedia mengawasi 
jalannya pemilu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
dari anggota KPUD kota Mojokerto yaitu Agung 
Kiswanto, Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri Widya 
Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan tentang upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemantauan 
pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi seperti 
mengajak ormas, sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
“Ya dari sosialisasi, kan ada iklan-iklan 
yang sering ngajak orang buat ngawasi 
pemilu, kayak mengajak ormas gitu”. 
(Agung Kiswanto, wawancara tanggal 5 
Maret 2015). 
Senada dengan hal tersebut Agus Zaenal juga 
menyampaikan pendapatnya yaitu: 
“Kita tetap mengadakan sosialisasi ke 
masyarakat lagi dalam hal ini. Kita 
berharap ada ormas yang bersedia ikut 
dalam pemantauan pemilu ya dengan 
harapan pemilu itu dapat dilaksanakan 
dengan lancar”. (Agus Zaenal, wawancara 
tanggal 11 Maret 2015). 
Imam Buchori mengharapkan adanya ormas yang 
bersedia membantu dalam proses berlangsungnya 
pemilu. sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: 
 “Untuk meningkatkan kapasitas 
pemantauan dalam pemilu seharusnya ada 
ormas yang mau melibatkan diri dalam 
proses pemilu, karena disamping mereka 
mempunyai basis masyarakatnya, masing-
masing pun juga memiliki kepentingan 
sendiri dalam menjalankan roda 
keorganisasiannya yang juga saling 
ketergantungan dengan pemerintah 
(eksekutif maupun legislatif)”. (Imam 
Buchori, wawancara tanggal 23 Maret 
2015) 
Tri Widya Kartikasari juga sependapat dengan 
pernyataan sebelumnya yakni dengan melakukan 
sosialisasi untuk pemantauan pemilu. sesuai pernyataan 
beliau yaitu: 
“Kita sosialisasikan ke masyarakat lagi. 
Kita mengharapkan ada ormas yang mau 
melibatkan diri dalam hal pemantauan 
pemilu”. (Tri Widya Kartikasari, 
wawancara tanggal 7 April 2015) 
Seluruh persiapan yang dilakukan KPUD tersebut 
tidak terlepas dari peran dari masing-masing anggota 
KPUD, baik anggota inti atau komisioner maupun 
kesekretariatan (pembantu) subbag. Anggota KPUD 
Kota Mojokerto sendiri terdiri dari 5 orang saja, yakni 
satu ketua dan empat anggota. Sisanya adalah anggota 
kesekretariatan yang membantu anggota KPUD kota 
tersebut. Berbagai cara ditempuh KPUD kota Mojokerto 
untuk senantiasa memperbaiki keanggotaanya, baik itu 
berupa pelatihan dan juga keaktifan lainnya (anggota 
KPUD kota Mojokerto) walaupun kerap dihadapkan 
pada kendala-kendala tertentu. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari informan yang terdiri dari anggota tetap 
dan kesekretariatan KPUD kota Mojokerto yaitu Agung 
Kiswanto, Agus Zaenal, Imam Buchori dan Tri Widya 
Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan bahwa anggota 
KPU atau KPUD Kota Mojokerto terdiri dari lima orang 
dan dibantu oleh anggota kesekretariatan sejumlah dua 
puluh lima orang. Pelatihan anggota juga dilakukan 
seperti memberikan bimbingan teknologi. Sesuai 
pernyataan beliau yaitu:  
“Anggota KPU setiap daerah pasti 5 orang 
yang dilatih, dan itu sudah aturannya. Kelima 
orang tadi yang jadi anggota KPU, disini 
terdapat sekretariat KPU yang membantu 
dalam hal operasional, kurang lebih ada 
sekitar 25 orang. Yang jadi kepala sekretariat 
ya kepala sekretariat, kepala KPU beda lagi. 
Kendalanya selalu pada anggaran mas. Karena 
anggaran yang ada itu, terbatas. Kita biasanya 
memberikan pelatihan kepada kader atau 
anggota KPU seperti bimtek dll. Kita adakan 
rapat mas, di akhir bulan. Sebagai evaluasi 
atas kinerja masing-masing anggota”. (Agung 
Kiswanto, wawancara tanggal 5 Maret 2015). 




Agus Zaenal juga menyatakan demikian bahwa 
anggota KPU terdiri dari lima orang, dan memiliki masa 
jabatan selama lima tahun. Pelatihan anggota KPUD 
merupakan wewenang KPU Provinsi. Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
“Anggota KPU hanya 5 orang. Diangkat 
atau masa jabatannya itu 5 tahun (oleh KPU 
provinsi). Dan dalam setiap 5 tahun itu ada 
proses seleksi lagi. Sistem perekrutannya 
bersifat umum, siapa saja boleh, Karena 
setelah itu ada banyak sekali tahapan atau 
proses seleksi. Berbeda dengan panwaslu, 
yang pengangkatannya itu setiap menjelang 
pemilu. 5 orang anggota KPU. Anggota 
komisioner hanya terdiri dari 5 orang saja. 
Satu ketua dan empat anggota. Sisanya 
berupa kesekretariatan dan sifatnya tidak 
tetap. Kendala nya ya tetap pada anggaran. 
Karena anggaran yang ada itu  terbatas. Jadi 
semaksimal mungkin, anggarannya dapat 
kita kelola dengan baik. Kita itu 
memberikan pelatihan pada anggota  dan 
itu wewenang dari KPU provinsi. Mereka 
(KPU provinsi) yang punya wewenang 
memberi pelatihan. Kita adakan rapat atau 
pertemuan, biasanya pertemuan itu kita 
adakan di akhir bulan. Untuk evaluasi kerja 
kita (anggota KPU)”. (Agus Zaenal, 
wawancara tanggal 11 Maret 2015). 
Imam Buchori menyatakan bahwa anggota KPU 
terdiri dari satu ketua dan empat komisioner. Pelatihan 
berupa bimbingan teknologi juga diberikan pada anggota 
KPUD Kota Mojokerto untuk meningkatkan SDM 
(Sumber Daya Manusia) atau anggota KPUD itu sendiri. 
Untuk meningkatkan keaktifan anggota juga 
dipergunakan absensi elektronik. Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
 “Jumlah anggota KPU hanya 5 orang. 
Terdiri dari satu ketua dan empat 
komisioner. Dari kelima anggota KPUD, 
semua aktif dan mempunyai tanggung jawab 
secara kolektif kolegial, meskipun telah ada 
pembagian per divisi (data, tehnik, hukum, 
dan sosialisasi). Kendala yang sering 
dihadapi oleh para anggota KPUD adalah 
tidak semua kegiatan yang direncanakan 
selalu didukung oleh anggaran atau anggaran 
yang terbatas, sehingga kita dipaksa untuk 
membuat kegiatan yang tidak memakai 
anggaran atau memaksimalkan anggaran 
yang ada. Berbagai upaya dilakukan KPUD 
untuk meningkatkan kualitas SDM baik 
dengan mengikuti pelatihan, bimtek dan 
lain-lain, baik itu yang dilaksanakan KPU 
sendiri maupun oleh pihak luar yang 
berkaitan dengan peningkatan SDM. Untuk 
meningkatkan keaktifan jajaran anggota 
yang ada di KPUD, kami lakukan dengan 
adanya absensi elektronik (finger) dan 
manual (tanda tangan) kehadiran serta 
pertemuan rutin di akhir bulan sebagai 
sarana untuk evaluasi”. (Imam Buchori, 
wawancara tanggal 23 Maret 2015). 
Tri Widya Kartikasari juga menyampaikan 
pendapat serupa, dan untuk keaktifan anggota biasanya 
diadakan rapat untuk evaluasi kerja masing-masing 
anggota. Sesuai pernyataan beliau yaitu: 
“Anggota KPU hanya terdiri dari 5 orang 
saja. Tiap daerah pasti 5 orang yang 
dilatih, itu sudah ada ketentuannya. Ya 5 
orang yang jadi anggota KPU memiliki 
keaktifan, tugas atau tanggung jawab 
masing-masing. Kendala nya ya seperti 
tadi yang saya sebutkan, selalu pada 
anggaran. Anggaran itu terbatas. Sebisa 
mungkin anggaran yang ada kita 
maksimalkan dengan baik. Kita biasanya 
memberikan pelatihan kepada anggota 
untuk ada perbaikan ke depannya. 
Memperbaiki SDM yang ada (anggota 
KPU). Kita mengadakan rapat, di akhir 
bulan. Gunanya ya sebagai evaluasi atas 
kinerja kita (anggota KPU)”. (Tri Widya 
Kartikasari, wawancara tanggal 7 April 
2015) 
  Untuk frekuensi pelatihan anggota KPUD Kota 
Mojokerto sendiri, biasanya dimulai saat menjelang 
pemilu. pelatihan tersebut sesuai dengan masa bakti 
anggota KPUD kota Mojokerto itu sendiri. Dalam hal 
pelatihan ini pun juga menemui kendala (waktu), namun 
juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
frekuensi pelatihan anggota KPUD kota Mojokerto. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan dari anggota KPUD 
kota Mojokerto yaitu Agung Kiswanto, Agus Zaenal, 
Imam Buchori dan Tri Widya Kartikasari. 
Agung Kiswanto menyatakan frekuensi pelatihan 
anggota KPU biasa diadakan lima tahun sekali dan untuk 
melatih anggota baru, selebihnya ada buku panduan yang 
digunakan oleh anggota KPUD. Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
“Sesuai masa bakti anggota, 5 tahun sekali 
ada pelatihan anggota baru. Yang 
menyeleksi dan melatih ya ada timnya 
sendiri, dari KPU kota sama yang atasnya, 
KPU jawa timur (KPU provinsi). 
Kendalanya itu, ya masalah waktu mas. 
Kita dibatasi waktu kalau mau mengadakan 
pelatihan kepada anggota atau kader KPU. 
Seperti KPPS gitu misalnya. Kalau untuk 
meningkatkan frekuensi pelatihan, kita 
sediakan buku panduan untuk anggota kita, 
agar dapat dipelajari sewaktu-waktu”. 
(Agung Kiswanto, wawancara tanggal 5 
Maret 2015). 
 
Agus Zaenal menyatakan bahwa frekuensi 
pelatihan anggota KPUD itu lima tahun sekali semacam 
perekrutan anggota baru. Sesuai dengan pernyataan 
beliau yaitu: 
“Frekuensi pelatihan KPUD itu 5 tahun 
sekali. Seperti proses perekrutan begitu, 
selebihnya ya kita serahkan ke KPU 
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provinsi. Kendalanya itu kita dibatasi oleh 
waktu. Seperti yang saya katakan tadi, ada 
dari KPU provinsi yang memiliki 
wewenang dalam proses penerimaan 
anggota baru di KPUD. Kalau untuk 
meningkatkan frekuensi pelatihan, dalam 
hal ini ada semacam buku panduan yang 
diterima masing-masing anggota. Buku 
panduan tersebut dapat menjadi pedoman 
bagi anggota kita, yang bertujuan agar 
anggota kita ada bekal untuk kedepannya 
dalam melaksanakan pemilu”. (Agus 
Zaenal, wawancara tanggal 11 Maret 2015). 
Imam Buchori menyatakan hal serupa, frekuensi 
pelatihan Komisioner KPUD dilakukan oleh KPU 
perovinsi menjelang pemilu. sesuai dengan pernyataan 
beliau yaitu: 
 “Frekuensi pelatihan komisioner KPUD 
oleh KPU provinsi akan meningkat disaat 
atau menjelang pemilu saja. Kendala yang 
dihadapi dalam pelatihan komisioner 
KPUD adalah jedah waktu yang terlalu 
singkat sehingga mengurangi waktu 
pelatihan yang diberikan terhadap anggota 
yang dibawah yakni PPK, PPS, dan KPPS. 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
frekuensi pelatihan anggota adalah dengan 
menerbitkan atau membuat buku panduan 
atau pedoman teknis dalam 
penyelenggaraan pemilu sehingga bisa 
dipelajari oleh anggota sewaktu-waktu”. 
(Imam Buchori, wawancara tanggal 23 
Maret 2015). 
 
Senada dengan pernyataan sebelumnya, Tri Widya 
Kartikasari menyatakan bahwa pelatihan anggota KPUD 
diadakan lima tahun sekali. Kendalanya adalah waktu 
yang begitu sedikit dalam pelatihan. Sesuai dengan 
pernyataan beliau yaitu: 
“Frekuensi pelatihan nya dimulai saat 
menjelang pemilu dan untuk anggota tiap 5 
tahun sekali ada pelatihan untuk anggota 
baru. Kendalanya, kita terbatasi oleh 
waktu. Setiap mau mengadakan pelatihan 
kepada KPU. Contohnya pelatihan kepada 
KPPS seperti itu. Untuk meningatkan 
pelatihan, kita (KPUD) menyediakan buku 
panduan untuk anggota kita (KPU), supaya 
anggota kita dapat mempelajarinya 
sewaktu-waktu”. (Tri Widya Kartikasari, 
wawancara tanggal 7 April 2015). 
 
Peran KPUD Kota Mojokerto dalam 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam 
pilkada tidak terlepas dari adanya kegiatan yang 
dilaksanakan oleh KPUD sendiri yang berupa sosialisasi 
kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut dikemas 
sedemikian rupa seperti diadakannya jalan santai dan 
juga mendatangi sekolah maupun lapas. Hal tersebut 
dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman 
mengenai pendidikan politik. Upaya yang dilakukan oleh 
KPUD Kota Mojokerto ternyata membuahkan hasil yang 
baik, dengan dibuktikan adanya peningkatan partisipasi 
politik masyarakat dari pilkada ke pileg sebanyak 80 
persen dari DPT (Daftar Pemilih Tetap).KPUD Kota 
Mojokerto juga mengalami berbagai kendala dalam 
melakukan proses persiapan pemilu seperti anggaran dan 
juga ada kegiatan yang kurang direspon oleh masyarakat. 
KPUD Kota Mojokerto juga melakukan perbaikan 
menyikapi hal tersebut seperti pembenahan (latihan 
untuk anggota) dan juga sering mengadakan rapat untuk 
mengevaluasi kinerja masing-masing anggota. KPUD 
Kota Mojokerto dalam hal ini berperan baik, itu bisa 
dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan 
juga terpilihnya calon pemimpin dalam pemilu (pilkada 
maupun pileg) 
   
Pembahasan 
Peran KPUD Untuk Meningkatkan Partisipasi 
Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2013 Kota 
Mojokerto. Komisi Pemilihan Umum adalah suatu 
lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan 
undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan 
Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU 
(Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga 
yang beranggotakan orang- orang yang nonpartisan 
dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi 
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KPUD 
(Komisi Pemilihan Umum Daerah) dibentuk 
berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2007 pasal 22 Tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan 
bahwa KPU Kabupaten/ kota dibentuk oleh KPU 
Provinsi, dimana KPU Kabupaten/ Kota tersebut 
memiliki 5 orang tim seleksi yang berasal dari 
unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang 
memiliki integritas dan tidak menjadi anggota 
partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
terakhir. Tim seleksi terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap 
anggota, dan anggota. 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Mojokerto dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 
dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum Kota Mojokerto 
bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kota Mojokerto. Dalam Peraturan KPU 
Nomor  6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 




Umum Kabupaten Kota. Dilihat dari tugas lembaga 
KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan 
Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala 
Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan 
Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah 
tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. 
Untuk melaksanakan pemilihan umum kepala 
daerah, KPUD mempunyai tugas dan kewenangan. 
Kewenangan atau tugas dari KPUD itu 
sendiri salah satunya adalah melaksanakan pemilu. 
Peran KPUD untuk meningkatkan partisipasi 
politik masyarakat dalam pilkada dapat dilihat dari 
kesiapan anggota KPUD itu sendiri. Persiapan 
untuk sosialisasi mengenai pemilu (pilkada). 
Sosialisasi yang dilakukan KPUD kota Mojokerto 
tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi 
juga kepada parpol (sosialisasi undang-undang 
pemilu).  Dilihat dari pendapat atau hasil 
penelitian, dari anggota KPUD kota Mojokerto, 
menunjukkan bahwa dengan sosialisasi yang 
dilakukan di beberapa tempat dan juga dengan 
adanya kegiatan yang diadakan seperti jalan santai 
dan juga pemberitaan melalui media massa (cetak 
ataupun elektronik), mampu menekan angka 
golput dan meningkatnya partisipasi politik 
masyarakat.  
 Sosialisasi yang dilakukan tidak terlepas 
dari adanya anggota KPUD kota Mojokerto dan 
juga masyarakat. Kesiapan dari anggota KPUD kota 
Mojokerto sendiri cukup baik. Adanya pelatihan 
yang dilakukan oleh KPU tingkat provinsi dan juga 
rapat (pertemuan anggota) setiap bulan sebagai 
evaluasi, dapat memperbaiki kualitas atau kesiapan 
tiap anggota KPUD kota Mojokerto. Meskipun 
dalam hal ini, dihadapkan pada kendala seperti 
pelaksanaan teknis, yaitu latiahan dan juga 
anggaran. 
Upaya untuk memperbaiki hal tersebut 
dilakukan melalui koordinasi dengan pemda 
(pemerintah daerah) kota Mojokerto. Persiapan 
internal, terkait dengan SDM (sumber daya 
manusia) penyelenggaranya, memaksimalkan 
adanya anggaran dengan sebaik mungkin untuk 
melengkapi sarana dan prasarana menghadapi 
pemilu (pilkada) seperti kotak suara. Anggota 
KPUD kota Mojokerto terdiri dari lima orang, yakni 
dengan satu ketua dan empat anggota. Sisanya 
adalah berupa kesekretariatan yang fungsinya 
membantu kelima anggota tadi. 
Kapasitas pemantauan pemilu di kota 
Mojokerto, diakui oleh anggota (informan), dirasa 
kurang. KPUD kota Mojokerto sudah melakukan 
sosialisasi akan pemantuan ini. Walaupun sudah 
ada panwaslu, tetapi KPUD kota Mojokerto 
mengharapkan dan memperbolehkan beberapa dari 
masyarakat untuk turut berpartisipasi sebagai 
relawan pemantau pemilu. Partisipasi politik 
masyarakat terus meningkat, hal ini disampaikan 
oleh anggota KPUD kota Mojokerto bahwa ada 
peningkatan dari jumlah pemilih, yakni saat 
pilkada 2013 ke pileg 2014. 
Sosialisasi dari KPUD kota Mojokerto saat 
pemilu (pilkada) 2013 menuju pileg 2014 berarti 
berhasil (berjalan dengan baik). Kendala yang 
dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat adalah kurangnya antusias dari 
masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan yang 
dilakukan oleh KPUD kota Mojokerto (kegiatan 
untuk sosialisasi). Strategi yang dilakukan KPUD 
kota Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi 
politik masyarakat, dengan mensosialisasikan 
berkenaan dengan hal-hal mengenai pemilu 
diberbagai tempat seperti sekolah dan bahkan 
sampai ke lapas. KPUD juga mengajak serta tokoh 
masyarakat untuk terlibat dalam proses sosialisasi. 
Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD kota 
Mojokerto menjelang pemilu (pilkada, pileg, dan 
pilpres) sesuai dengan teori Parsons berpendapat 
bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan 
subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya 
maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi 
masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat 
berubah, umumnya masyarakat tersebut akan 
tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk 
menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat 
dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang 
memandang optimis sebuah proses perubahan. 
Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme 
Struktural, yaitu bahwa masyarakat menjadi suatu 
kesatuan atas dasar kesepakatan dari para 
anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang 
mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga 
masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu 
sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam 
suatu keseimbangan 
Melalui kegiatan (sosialisasi) yang 
dilakukan KPUD kota Mojokerto, menunjukkan 
adanya pengaruh dari KPUD kota Mojokerto 
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terhadap masyarakat yakni daftar pemilih tetap 
tahun 2013 mencapai 93.737 pemilih, suara tidak 
sah 3.461 suara, suara sah 72.842 dan total pemilih 
yakni 76. 303 sedangkan pada pemilu legislatif 
tahun 2009 hanya mencapai 70. 909. (sumber KPU 
kota Mojokerto). Hal ini menjadi tolak ukur 
keberhasilan dari pemilu itu sendiri dengan 
peningkatan struktur anggota KPU sehingga pada 
pemilukada tahun 2013 menjadi meningkat. Jadi 
dengan adanya KPUD kota Mojokerto yang 
memiliki tugas pokok dan fungsi (wewenang), akan 
dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat 
serta menekan angka golput. Dengan harapan akan 
ada peningkatan partisipasi dalam pemilu, 
sehingga setiap pemilu (pilkada, pileg, dan pilpres) 




Peran KPUD kota Mojokerto dalam meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat menjelang pemilu (pilkada, 
pileg, dan pilpres), baik. Hal ini ditunjukkan dengan 
kesiapan dalam KPUD kota Mojokerto itu sendiri. 
Perbaikan diri dari masing-masing anggota KPUD (SDM 
penyelenggaranya) akan berpengaruh pada proses 
sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan KPUD kota 
Mojokerto seperti pengenalan calon pemimpin dan juga 
tata cara pemilihan dalam kegiatan yang diadakan serta 
melalui media massa (televisi, koran, dan lain-lain) di 
berbagai tempat seperti sekolah dan lapas terbukti dapat 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat kota 
Mojokerto mencapai kurang lebih 80% selama pemilu 
(pilkada) 2013 sampai pileg 2014.  
Saran 
Peran serta dari masyarakat juga diharapkan oleh KPUD 
kota mojokerto demi terwujudnya pemilu yang baik, 
karena tanpa adanya peran serta dari masyarakat, 
kegiatan sosialisasi dari KPUD tidak akan berjalan 
dengan baik. KPUD kota Mojokerto hendaknya dalam 
melakukan sosialisasi dapat menjadikan sebuah kegiatan 
yang menarik, yang dapat menggugah antusias 
masyarakat. Dengan begitu partisipasi politik masyarakat 
kedepannya dapat terus meningkat.  
  
DAFTAR PUSTAKA 
Abdullah, H. Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas 
Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 
Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik 
Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu 
Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.  
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. 
Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. 
Goerg, Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi 
(Prospek dan Prospek dalam Sebuah dunia Yang 
Sedang Berubah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Hatta, Mohammad. 2009. Demokrasi Kita dan Pikiran-
pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan 
Rakyat. Bandung: Sega arsy. 
Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi 
Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka 
Cipta. 
Kamanto, Sunarto. 2002. Pengantar Sosiologi Edisi 
Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 
Koentjaraningrat (editor). 1994. Metode-metode 
Penelitian Masyarakat. (cetakan ke-13). Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka. 
Moleong, Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
Prihatmoko, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah 
Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema 
Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 
Prihatmoko, Joko. 2008. Men demokratis kan PEMILU. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Sugiyono, Prof. Dr. 2011.Metode Penelitian Kuantitatif 
Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 
 
 
